MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 268 TAHUN 2023
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian Ketenagakerjaan, penyesuaian
kelas jabatan pada jabatan administrator dan pengawas
serta penambahan jabatan pada jabatan fungsional,
perlu dilakukan penyesuaian jabatan dan kelas jabatan
di Kementerian Ketenagakerjaan;

bahwa penyesuaian atas jabatan dan kelas jabatan di
Kementerian Ketenagakerjaan telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan
melalui Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan
Perubahan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan Nomor BA-34/AG.9/2023 tanggal 4
Desember 2023;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian
Ketenagakerjaan,;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan
Kinerja Bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun Tahun 2017
tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi
Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1266);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 700);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN.

Menetapkan Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian
Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terdiri atas:

a. jabatan pimpinan tinggi;

b. jabatan administrasi;

c. jabatan fungsional; dan

d. jabatan lain yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan.
Perubahan nomenklatur dan penambahan jabatan
fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh
instansi pembina jabatan fungsional.

Nomenklatur dan kelas jabatan pelaksana yang telah
ditetapkan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan surat
keputusan nomenklatur dan kelas jabatan pelaksana yang
baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pada saat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai
berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 103
Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di
Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



KEENAM

Keputusan Menteri
ditetapkan.

ini

mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INJONESIA,

| IDAFAUZIYAH

()



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR268 TAHUN 2023

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

o KELAS
N‘O‘ s NAMA JABATAN JABATAN
1 . 3
1. |Menteri Ketenagakerjaan -
2. |Wakil Menteri Ketenagakerjaan -
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
3. |Sekretaris Jenderal 17
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan 17
4. |Produktivitas
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
" 17
5. |dan Perluasan Kesempatan Kerja
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
. . : 17
6. |Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 17
7. |Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8. |Inspektur Jenderal 17
9 Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan 17
" |Ketenagakerjaan
10 Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya 16
" |Manusia
11. |Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional 16
12. [Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga 16
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan
13. : 16
Publik
14. |Staf Khusus Menteri 16
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
15. |Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja 13
16. |Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 15
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 15
17. |Aparatur
18. |Kepala Biro Hukum 15
19. |Kepala Biro Umum 15
20. |Kepala Biro Kerja Sama 15




Keselamatan dan Kesehatan Kerja

A KELAS
NO NAMA JABATAN JABATAN
I 2 3
21. |Kepala Biro Hubungan Masyarakat 15
20 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 15
" |Ketenagakerjaan
23. |Kepala Pusat Pasar Kerja 15
04 Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 15
" |Vokasi dan Produktivitas
Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program
25. - 15
Pelatihan
26. |Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi 15
27 Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan 15
" |Pemagangan
28. |Direktur Bina Peningkatan Produktivitas ik
29. |Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan 15
30. |Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi 15
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan
A1 ; ; 15
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
32. |Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 15
Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja
BB |2 re 1 15
Migran Indonesia
34. |Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja 15
35. |Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 15
36. |Direktur Bina Pengantar Kerja 15
37 Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan 15
" |Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
38. |Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan 15
39. |Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja 15
Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan
40. . 15
Hubungan Industrial
41. |Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 15
42. |Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial 15
43 Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan 15
~ |Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
44. |Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 15
45 Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan 15
" |Kerja
46. |Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 15
47 Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan 15
" |Kerja
48 Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji 15




KELAS
NO NAMA JABATAN JABATAN
1 2 3
49. |Sekretaris Inspektorat Jenderal 18
50. |Inspektur I 15
51. |Inspektur II 15
52. |Inspektur III 15
53. |Inspektur IV 15
Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan
54. - 15
Ketenagakerjaan
55. |Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan 1.3
Kepala  Pusat Data dan  Teknologi Informasi
56. . 15
Ketenagakerjaan
57. |Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan 15
Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
58, 14
Medan
59 Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 14
" |Serang
Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
60. " 14
Bekasi
61 Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 14
" |Bandung
60 Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 14
" |Semarang
Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
63 14
Makassar
64 Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung 14
" |Barat
65 Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja 14

Jakarta

MENTERI KETENAGAKERJAAN

RE

PUBLIK.INDONESIA,




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR268 TAHUN 2023

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN ADMINISTRASI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

‘ . KELAS
NO : NAMA JABATAN JABATAN
 ,§1‘ . 3
JABATAN ADMINISTRATOR
Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I
1. 13
Banda Aceh
5 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I 13
" |Padang
3 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I 13
" |Surakarta
4 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I 13
" |Samarinda
5 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I 13
" |Kendari
6 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I 13
" |Ternate
~ Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I 13
" |Ambon
3 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I 13
" |Sorong
9. |Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi 13
10. |Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari 13
11. |Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar 13
12. |Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan 13
13. |Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung 13
Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14. 4 13
Samarinda
Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II
15 13
Bandung Barat
Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II 13
16. :
Lombok Timur
17 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II 13
" |Bantaeng
18 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II 13

Sidoarjo




, KELAS
NO NAMA JABATAN JABATAN
1 2 , =
19 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II 13
"~ |Banyuwangi
20 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II 18
" |Belitung
21 Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II 13
" |Pangkajene dan Kepulauan
Kepala Bagian Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan
22. o L2
Barang Milik Negara
23 Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro 12
" |Umum
24. |Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum 12
05 Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro 12
" |Umum
Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Sumber
26. . " 12
Daya Manusia Ketenagakerjaan
27. |Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pasar Kerja 12
Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat
28. |Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan 12
Produktivitas
Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat
29. |Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 13
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat
30. |Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 12
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat
31. |Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan 12
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat
32, 12
Inspektorat Jenderal
Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat
33, ; 12
Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Nasional
34. ; . . 12
Sertifikasi Profesi
35 Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 11
" |Produktivitas Medan
Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
36. . 3 11
Produktivitas Serang
Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
37. o . 11
Produktivitas Bekasi
38 Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 11
" |Produktivitas Bandung
39 Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 11

Produktivitas Semarang




Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

o , KELAS
NO NAMA JABATAN JABATAN
40 Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 11

" |Produktivitas Makassar
41 Kepala Bagian Umum, Balai Besar Perluasan 11
" |Kesempatan Kerja Bandung Barat
49 Kepala Bagian Umum, Balai Besar Keselamatan dan 11
" |Kesehatan Kerja Jakarta
JABATAN PENGAWAS
Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Perencanaan dan
43. ; i 10
Manajemen Kinerja
Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan 10
44. .
Barang Milik Negara
Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Organisasi dan 10
45. :
Sumber Daya Manusia Aparatur
46. |Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum 10
47. |Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum 10
48. |Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Kerja Sama 10
49 Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hubungan 10
" |Masyarakat
50 Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri, 10
" |Biro Umum
51 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan 10
" |Staf Ahli, Biro Umum
52. |Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum 10
Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, 10
53. |Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas
54 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina 10
" |Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
55 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina 10
" |Kelembagaan Pelatihan Vokasi
56 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina 10
 |Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
57 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina 10
" |Peningkatan Produktivitas
58 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina 10
" |Instruktur dan Tenaga Pelatihan
Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, 10
59. |Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina 10
60. . .
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
61 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina 10




= 1 =

Ketenagakerjaan

L o o - KELAS
"N,O" NAMA JABATAN - JABATAN
1 2 = 3
62 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Perluasan 10
" |Kesempatan Kerja
63 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengendalian 10
" |Penggunaan Tenaga Kerja Asing
64 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Pengantar 10
" |Kerja
Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, 10
65. |Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
66 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Hubungan 10
" |Kerja dan Pengupahan
67 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Jaminan Sosial 10
" |Tenaga Kerja
68 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Kelembagaan 10
" |dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyelesaian 10
69. . .
Perselisihan Hubungan Industrial
Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Mediator 10
70. :
Hubungan Industrial
Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, 10
71. |Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
79 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Sistem 10
" |Pengawasan Ketenagakerjaan
73 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina 10
"~ |Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina 10
74. 1 .
Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
75 Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Pengujian 10
" |Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Pengawas 10
76. |Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
77 Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Inspektorat 10
" |Jenderal
78. |Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat I 10
79. |Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat II 10
80. |Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat III 10
81. |Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat IV 10
Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, 10
82. |Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan




=11 =

' KELAS
NO NAMA JABATAN JABATAN
T 2 3
83 Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Perencanaan 10
" |Ketenagakerjaan
34 Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Data dan Teknologi 10
" |Informasi Ketenagakerjaan
Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan 10
85. : .
Kebijakan Ketenagakerjaan
36 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas I Banda Aceh
]7 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas I Padang
88 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas I Surakarta
29 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas I Samarinda
90 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
"~ |Produktivitas Kelas I Kendari
91 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas [ Ternate
92 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas I Ambon
93 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas I Sorong
94 Kepala Subbagian Umum, Balai Perluasan Kesempatan 10
" |Kerja Bekasi
95 Kepala Subbagian Umum, Balai Perluasan Kesempatan 10
" |Kerja Kendari
96 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas II Bandung Barat
97 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas II Lombok Timur
98 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas II Bantaeng
99 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas II Sidoarjo
100 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas II Banyuwangi
101 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas II Belitung
102 Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan 10
" |Produktivitas Kelas II Pangkajene dan Kepulauan
103 Kepala Subbagian Umum, Balai Keselamatan dan 10

Kesehatan Kerja Makassar




= 1B

KELAS
NO NAMA JABATAN JABATAN
1 0 =
104 Kepala Subbagian Umum, Balai Keselamatan dan 10
" |Kesehatan Kerja Medan
105 Kepala Subbagian Umum, Balai Keselamatan dan 10
" |[Kesehatan Kerja Bandung
Kepala Subbagian Umum, Balai Keselamatan dan 10
106 4 .
Kesehatan Kerja Samarinda
Kepala Subbagian Administrasi Akademik, 10
107. |Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Politeknik
Ketenagakerjaan
108 Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Politeknik 10
" |[Ketenagakerjaan
JABATAN PELAKSANA
109. [Penelaah Teknis Kebijakan 7
110. |Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan 7
111. |Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan 7
112. |Penata Keprotokolan 7
113. |Penata Kelola Layanan Kesehatan 7
114. |Konselor Sumber Daya Manusia 7
115. |Penata Layanan Operasional 7
116. |Pengolah Data dan Informasi 6
117. |Dokumentalis Hukum 6
118. |Pengelola Layanan Pengadaan 6
119. |Pengelola Layanan Operasional 6
120. |Pengelola Layanan Kesehatan 6
121. |Pengelola Keprotokolan 6
122. |Operator Laboratorium 6
123. |Pengadministrasi Perkantoran S
124. |Operator Layanan Operasional S




DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

- 18 =

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 268TAHUN 2023
TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN

KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NO NAMA JABATAN‘ | JfngAiN
1 2 3
ANALIS KEBIJAKAN:

1. [Analis Kebijakan Ahli Utama 14
2. |Analis Kebijakan Ahli Madya 12
3. |Analis Kebijakan Ahli Muda 10
4. |Analis Kebijakan Ahli Pertama 8
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR:
5. |Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama 14
6. [|Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12
7. |Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
8. [|Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8
ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
9. [|Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama 14
10. |Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya 12
11. [|Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda 10
12. |Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama 8
APOTEKER:
13. |Apoteker Ahli Madya 11
14. |Apoteker Ahli Muda
15. |Apoteker Ahli Pertama 8
BIDAN:
16. |Bidan Penyelia 8
17. |Bidan Mahir T
18. |Bidan Terampil 6
19. |Bidan Pemula S5




s 18-

NO NAMA JABATAN JfgiﬁiN
1 - 3
6. |[ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR:
20. |Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama 14
21. |Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12
22. |Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
23. |Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8
7. |ARSIPARIS:
24  |Arsiparis Ahli Utama 13
25 |Arsiparis Ahli Madya 11
26. |Arsiparis Ahli Muda 2
7. |Arsiparis Ahli Pertama 8
28. |Arsiparis Penyelia 8
9. |Arsiparis Mahir r
30. |Arsiparis Terampil 6
8. |AUDITOR:
31. [Auditor Ahli Utama 14
32. |Auditor Ahli Madya 12
33. |Auditor Ahli Muda 10
34. |Auditor Ahli Pertama 8
35. [|Auditor Penyelia 9
36. [Auditor Mahir 7
37. |Auditor Terampil 6
9. |AUDITOR KEPEGAWAIAN:
38. [|Auditor Kepegawaian Ahli Madya 11
39. |Auditor Kepegawaian Ahli Muda
40. [|Auditor Kepegawaian Ahli Pertama
10. |DOKTER:
41. |Dokter Ahli Utama 14
42. |Dokter Ahli Madya 12
43. [|Dokter Ahli Muda 10
44. |Dokter Ahli Pertama 9
11. |DOKTER GIGI:
45. |Dokter Gigi Ahli Madya 12
46. |Dokter Gigi Ahli Muda 10
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NO NAMA JABATAN JE]%?EN
1 2 3
47. |Dokter Gigi Ahli Pertama g
12. DOSEN:
48. |Dosen Ahli Guru Besar 15
49. |Dosen Ahli Lektor Kepala 13
50. |Dosen Ahli Lektor 11
51. [Dosen Ahli Asisten Ahli 9
13. INSTRUKTUR:
52. |Instruktur Ahli Utama 14
53. |Instruktur Ahli Madya 12
54, |Instruktur Ahli Muda 10
55. |Instruktur Ahli Pertama 8
56. [|Instruktur Penyelia 8
57. |Instruktur Mahir 7]
58. [|Instruktur Terampil 6
14. MEDIATOR:
59. |Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama 14
60. |Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya 12
61. |Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda 10
62. |Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama 8
15. [PENGANTAR KERJA:
63. |Pengantar Kerja Ahli Utama 14
64. |Pengantar Kerja Ahli Madya 12
65. [|Pengantar Kerja Ahli Muda 10
66. |Pengantar Kerja Ahli Pertama 8
16. | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN:
67. |Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama 14
68. |Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya 12
69. |Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda 10
70. |Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama 8
17. PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA:
71. |Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya 1.2
72. |Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda 10
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73. |Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama 8
18. [PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA:
74 |Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Utama 14
75. |Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Madya 12
76. |Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Muda 10
77. |Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama 8
19. |PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
78. |Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya 12
79. |Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda 10
80. |Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 9
20. |PERAWAT:
81. |Perawat Ahli Madya 11
82. |Perawat Ahli Muda 9
83. |Perawat Ahli Ahli Pertama 8
84. |Perawat Penyelia 8
85. |Perawat Mahir 7
86. |Perawat Terampil 6
21. |PERAWAT GIGI:
87. |Perawat Gigi Penyelia 8
88. |Perawat Gigi Mahir 7
89  |Perawat Gigi Terampil 6
90. |Perawat Gigi Pemula 2
22. |PEREKAYASA:
91. [|Perekayasa Ahli Utama 14
92. |Perekayasa Ahli Madya 12
93. |Perekayasa Ahli Muda
94. |Perekayasa Ahli Pertama 8
23. |PERENCANA:
95. |Perencana Ahli Utama 14
96. [|Perencana Ahli Madya 12
97. |Perencana Ahli Muda 10
98. |Perencana Ahli Pertama 9
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24. |PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT:

98,

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya

—
—

100.

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

101

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

102.

Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia

103.

Pranata Hubungan Masyarakat Mahir

104.

Pranata Hubungan Masyarakat Terampil

O] N| 0] 60| O

25. |PRANATA KOMPUTER:

105.

Pranata Komputer Ahli Utama

106.

Pranata Komputer Ahli Madya

p—
—t

107.

Pranata Komputer Ahli Muda

108.

Pranata Komputer Ahli Pertama

109.

Pranata Komputer Penyelia

110.

Pranata Komputer Mahir

111.

Pranata Komputer Terampil

Q| N| 00| 00| O

26. |PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR:

112,

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia

0]

113.

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir

114.

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

27. |PUSTAKAWAN:

113,

Pustakawan Ahli Madya

[a—
Pk

116.

Pustakawan Ahli Muda

117.

Pustakawan Ahli Pertama

118.

Pustakawan Penyelia

1L,

Pustakawan Mahir

120.

Pustakawan Terampil

O N| 0] G0 ©

28. |STATISTISI:

121,

Statistisi Ahli Madya

oy
fum—y

1222,

Statistisi Ahli Muda

1238,

Statistisi Ahli Pertama

124.

Statistisi Penyelia

125.

Statistisi Mahir

N 00| 00 ©
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126. Statistiéi Terampil 6
29. |[WIDYAISWARA:
127. |Widyaiswara Ahli Utama 14
128. |Widyaiswara Ahli Madya 12
129. |Widyaiswara Ahli Muda 10
130. |Widyaiswara Ahli Pertama 8
30. |]ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA:
131. Analis. Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan 12
Belanja Negara Ahli Madya
130 Anali§ Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan 10
Belanja Negara Ahli Muda
133 Anali§ Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan 8
Belanja Negara Ahli Pertama
31. |PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA:
134. Pranata Keugngan Anggaran Pendapatan dan Belanja 9
Negara Penyelia
135, Pranata Kegangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 8
Negara Mahir
136. Pranata Keuar}gan Anggaran Pendapatan dan Belanja 7
Negara Terampil
32. |PENATA LAKSANA BARANG:
137. |Penata Laksana Barang Penyelia
138. |Penata Laksana Barang Mahir
139. |Penata Laksana Barang Terampil
33. |ANALIS ANGGARAN:
140. |Analis Anggaran Ahli Madya 12
141. |Analis Anggaran Ahli Muda 10
142. |Analis Anggaran Ahli Pertama 8
34. |ANALIS HUKUM:
143. |Analis Hukum Ahli Madya 11
144. |Analis Hukum Ahli Muda 9
145. [Analis Hukum Ahli Pertama 8
35. [PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN:
146. |Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 12
147. |Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10
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148. |Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 8
36. |PENERJEMAH:
149, |Penerjemah Ahli Madya 11
150. |Penerjemah Ahli Muda 2
151. |Penerjemah Ahli Pertama 8
37. |TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN:
152. |Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia 8
153. |Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir ¢
154, |Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil 6
155. |Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pemula S
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR268 TAHUN 2023
TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN

KETENAGAKERJAAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN LAIN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NO NAMA JABATAN J.Z{gk'?iN
1 2 3
Direktur Politeknik Ketenagakerjaan 15
2. |Wakil Direktur Politeknik Ketenagakerjaan 12

MENTERI KETENAGAKERJAAN
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